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BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 95 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a.

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun
2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
bahwa sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, maka perlu
dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 95
Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi

Rawas;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2019 .

LA



Mengingat:

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 NomorS, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapakaliterakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



10.

j o

12,

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

p



Menetapkan

14.

15.

16.

17,

18.

19.

19.

20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan  Pertanggungjawaban  Bendahara  serta
Penyampaiannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual pada Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun
2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan;

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi
Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2008 Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Musi
Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2010 Nomor 6);

Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah
Kabubaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 95).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 95 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2019.



Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 95
Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabubaten Musi
Rawas Tahun 2018 Nomor 95), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran 1 pada Ketentuan Lain-lain angka 1 diubah

sehingga berbunyi sebagai berikut:

ks

Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah  Kabupaten Musi Rawas apabila sudah
mendapatkan Tunjangan Kinerja atau Tambahan Penghasilan
maka tidak mendapatkan lagi honorarium yang bersumber dari
program dan kegiatan Perangkat Daerah yang bersangkutan,
kecuali honorarium yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara/Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi/Badan Layanan Umum Daerah, honorarium sebagai
Narasumber, Tim Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan
Barang/Jasa, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan
Keuangan/Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu, Pejabat
Pembuat Komitmen, Bendahara Penerimaan, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Pembantu
Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang dan Honorarium dari
Perangkat Daerah lain karena tugas dan fungsinya sebagai
keanggotaan dalam tim.

2. Ketentuan Lampiran I pada Ketentuan Lain-lain angka 17 diubah

sehingga berbunyi sebagai berikut:

f

Camat Selaku Pengguna Anggaran mengusulkan Lurah selaku
Kuasa Pengguna Anggaran kepada Bupati melalui Bagian
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas,
Lurah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk Pejabat
Penatausahaan Keuangan Pembantu dan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan di Kelurahan serta mengusulkan Bendahara
Pengeluaran ke Bupati melalui Kepala Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas.



Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi

Rawas.
Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal |l februac 2019
BUPATI WAS,
H. HEND UNAWAN
Diundangkan di Muara Beliti

pada tanggal || februan 2019

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

Ty

e

EC. PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR...‘é



Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi

Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal | féoruan' 2019

BUPATI RAWAS, }/

& Re""[) 1. HENDRA GUNAWAN
Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal {l februan 2019

v PJ. SEKRETARIS DAERAH \
K KABUPATEN MUSI RAWAS,

~.

———-—______.-

EC. PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR....é



